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Abstract
Studying comprehensive the rights of children through a parent's divorce, as well as the legal implications for a parent who fails to carry out his or her responsibility in administering the care /hadhanah to his child under statute no. 16 of 2019 on the change to the 1974 no. 1 bill on marriage and the compilation of islamic law. The approach method used is the normatif research method or literature that includes research on legal principles, systematic research of law. The conclusion of the article is that the rights of the child are obliged to be performed whether the parent is still married and/or has been divorced.
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Abstrak
Menelaah secara komprehensif tentang hak-hak anak akibat perceraian orang tua, serta implikasi hukum bagi orang tua yang lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pemeliharaan/hadhanah kepada anaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode penelitian normatif atau kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum. Kesimpulan dari artikel ini yaitu bahwa hak-hak anak wajib untuk dilaksanakan baik dalam keadaan orang tua masih terikat perkawinan dan/atau telah bercerai.
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A. Pendahuluan
Menurut Ahmad Ghandur, seperti yang disadur oleh Amir Syarifuddin, Nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan kehidupan dan menjadikan kedua pihak secara timbal balik hak dan kewajiban (Mardani, 2011). Sementara itu menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 2 dinyatakan bahwa : “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" maka dari pernikahan tersebut akan menghasilkan keturunan (anak). Anak adalah amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya.
Oleh karena itu anak harus dijaga, dilindungi, diawasi, dan diberi pendidikan, bantuan, bimbingan, pengarahan, perlindungan dengan sebaik-baiknya agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi terciptanya generasi masa depan yang sholih, berakhlak, dan bermartabat (Kurniawati, 2018). Anak dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikategorikan bagi setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
Bila hubungan perkawinan putus, maka akibat hukumnya sebagai berikut : (1) hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri; (2) keharusan memberi mut’ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi; (3) melunasi hutang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar maupun nafaqah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukan bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya; (4) berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah; dan (5) pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah.
Pengawasan dan perlakuan secara baik terhadap anak akan menumbuh kembangkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupannya di masa mendatang (Syarifuddin, 2014).  Dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 serta Pasal 156 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan tentang hak-hak anak. Hak-hak anak yang diatur dalam pasal-pasal tersebut diperuntukkan bagi anak dalam kondisi kedua orang tuanya telah bercerai, tetapi pemenuhan hak-hak anak dalam kondisi kedua orang tuanya bercerai harus ditelaah lebih lanjut untuk memastikan pelaksanaan hak-hak anak akibat perceraian orang tuanya tetap dilakukan tanpa adanya pengecualian.
Keberadaan sebuah keluarga merupakan manifestasi dari kehidupan sosial dalam lingkup yang lebih kecil. Keluarga menjadi awal yang menentukan bagaimana interaksi dan relasi sosial terjadi di masyarakat. Keluarga menjadi tempat pertama untuk mempersiapkan generasi-generasi yang kelak akan melanjutkan estapet kehidupan pada masa mendatang. Peran keluarga sangat penting bagi pendidikan dan perkembangan kepribadian anak (Amin, 2014).
Berbicara tentang kepastian hukum, maka kepastian hukum tersebut yaitu ketentuan norma harus jelas terhadap pemegang hadhanah. Perselisihan tentang hadhanah harus memperhatikan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Penetapan tentang hadhanah harus melihat kepentingan anak, bukan kepentingan ayah atau ibunya (Atmadja & Budiartha 2018).
Ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam harus dianalisis lebih jauh apakah ketentuan tersebut secara substansial memberikan kemanfaatan sehingga memberikan keadilan bagi anak korban perceraian.
Konvensi Hak Anak sebagai instrumen yang berisikan prinsip-prinsip Universal dan ketentuan norma hukum, yang menegaskan tentang hak-hak anak yang berkaitan dengan perlindungan anak oleh negara dan peran serta dari berbagai pihak dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Ketentuan hukum dalam Konvensi Hak Anak meliputi: (1) hak terhadap kelangsungan hidup; (2) hak terhadap perlindungan; (3) hak untuk tumbuh berkembang; dan (4) hak untuk berpartisipasi.10 Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 28 B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945. Merujuk argumentasi bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat, maka konsep perlindungan hukum di Indonesia harus dimaknai adalah “penghayatan atas kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber pada asas Negara Hukum Pancasila.” (Atmadja & Budiartha 2018).
Menurut kesepakatan Imam Mazhab Yang Empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal bahwa nafkah itu diberikan (oleh suami) sesuai dengan kebutuhan bulanan. Yang diperlukan untuk makan/minum, uang tempat tinggal, gaji pembantu, upah menyusui dan mengasuh. Sedang mengenai ganti pakaian, untuk anak-anak dilakukan sekali selama empat bulan (Yanggo, 2016). Beranjak pada pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian, tentu perlu diurai penyebab hak-hak anak akibat perceraian tidak diberikan atau tidak didapatkan oleh anak tersebut. Perlu juga untuk dianalisis lebih mendalam kemungkinan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang tua yang bercerai dalam hal dengan sengaja membiarkan tidak terpenuhinya hak-hak anak.
Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah artikel ini yaitu 1) Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam pemenuhan hak asuh atas anak akibat perceraian; dan 2) Apa konsekuensi hukum bagi orang tua yang telah bercerai berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap lalainya pemenuhan hak-hak anak.
Banyak ditemukan artikel yang membahas hak anak akibat perceraian. Salah satunya artikel yang dibuat oleh Esti Kurniati dari Universitas Jendral Soedirman dengan judul “ Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”(Kurniati, 2018). Dalam artikel tersebut memiliki pembahasan yang serupa dengan artikel ini, akan tetapi  terdapat intisari yang berbeda yaitu berfokus kepada akibat perceraian terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap anak.

B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Soekanto, Sri, 2014). 
Pendekatan yang dipergunakan dalam artikel ini adalah  pendekatan konsepsional dan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam artikel ini diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
Metode pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan kemudian dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dan analitik yaitu mendeskripsikan bahan hukum yang didapat disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti sehingga didapatkan argumentasi tekstual yang valid terhadap artikel ini.
C. Hasil dan Pembahasan
Dalam keluarga yang merupakan tempat pertama dan utama bagi anak serta merupakan pondasi bagi anak, karena keluarga merupakan tempat anak untuk menghabiskan sebagian besar waktu dalam kehidupannya. Keluarga terbentuk karena adanya perkawinan. Dalam sebuah hubungan perkawinan tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran ataupun sebab lain yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian terjadi karena cerai talak dan cerai gugat. Ikatan yang mempertalikan suami dan istri dalam suatu hubungan perkawinan kadangkala rapuh dan bahkan putus sehingga, terjadilah perpisahan atau bahkan perceraian, dengan terjadinya perceraian dengan sendirinya fungsi keluarga akan mengalami gangguan dan pihak yang bercerai maupun anak-anak harus menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Perceraian orang tua akan berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan jiwa anak, dikarenakan anak usia dasar pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua.
1. Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Anak yang dalam kondisi orang tuanya telah bercerai maka terhadapnya tetap diberikan hak untuk mendapatkan pemeliharaan dari kedua orang tua secara adil menurut keputusan hakim. Oleh karena itu, perlu penulis paparkan secara jelas pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian berdasarkan Undang-undang Perkawinan maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. 
1. Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.
Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa :
a. Baik ibu bapaknya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memilkul biaya tersebut.
Berdasarkan fakta yuridis dijelaskan bahwa bapak ibu dari seorang anak walaupun telah bercerai tetap berkewajiban melakukan pemeliharaan terhadap anaknya demi kepentingan anak tersebut. Adapun biaya dari pemeliharaan tersebut ditanggung oleh bapaknya, dan dapat juga dibebankan kepada ibu dari anak tersebut oleh pengadilan. Kewajiban orang tua dalam memberikan pemeliharaan kepada anaknya dilaksanakan sampai anak tersebut mampu berdiri secara mandiri untuk melanjutkan kehidupannya, atau paling tidak sampai anak tersebut telah kawin. Kekuasaan orang tua terhadap anaknya dapat dicabut bila memenuhi unsur yang menyangkut masalah tanggung jawab terhadap anak tersebut. Sehingga dalam hal ini penulis memahami bahwa, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas memperhatikan dengan baik bagaimana hak-hak anak dapat terpenuhi baik dalam keadaan hubungan suami istri (ibu bapaknya) tetap utuh dan/atau telah bercerai. Untuk dipahami secara bersama, bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak hanya berlaku terhadap mereka yang beragama Islam atau muslim, namun juga berlaku untuk mereka yang beragama non muslim. 
Bahwa pemenuhan hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyangkut biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan setelah terjadi perceraian untuk itu tegas disebutkan pada Pasal 41 (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : 
a. Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; 
b. bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 45 dalam Bab Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak masih dalam Undang-Undang yang sama :
a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
b. kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
Sementara itu, terhadap hak-hak anak dalam Kompilasi Hukum Islam, secara jelas dan tegas menyatakan bahwa, suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, dalam hal terjadinya perceraian :
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya 
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya:
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya:
Hadhanah terhadap anak yang dimiliki ibunya hilang bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : (1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2) ayah; (3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayahnya; (3) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (4) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; dan (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayahnya.
Namun ini bisa saja terjadi sebaliknya karena ada kesepakatan antara ibu dan bapak anak tersebut anak yang telah mumayyiz bahkan belum mumayyyiz pengasuhan anak tersebut ada pada bapaknya, hal ini terjadi misalnya karena si ibu pasca cerai menjadi TKI di luar negeri, atau si ibu dari anak tersebut menikah dengan suami yang baru sehingga memiliki bayi lagi.
2. Implikasi Hukum Terhadap Lalainya Kewajiban Orang Tua Dalam Memberikan Hadhanah.
Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan adanya implikasi bagi orang tua yang lalai dalam melaksanakan kewajiban hadhanahnya. Implikasi tersebut yaitu dicabutnya hak penguasaan orang tua terhadap anak tersebut. Ketentuan tersebut nyatanya juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hak orang tua dalam pemeliharaan anaknya dapat dicabut dan dipindahkan kepada orang lain yang menurut hukum berhak untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.
D. Simpulan 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak dikecualikan untuk dalam keadaan tertentu. Artinya hak-hak anak tersebut menjadi tanggung jawab orang tuanya yang bersifat imperatif berdasarkan Undang-Undang wajib untuk dilaksanakan baik dalam keadaan orang tua masih terikat perkawinan dan/atau telah bercerai. Implikasi hukum terhadap lalainya tanggung jawab orang tua dalam melaksanakan hadhanah terhadap anak yaitu berdasarkan dan Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut oleh Pengadilan demi kepentingan anak tersebut dan digantikan oleh orang lain sesuai putusan Pengadilan.
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